PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 180/ DPMD TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN RIO CILODANG

KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO PERIODE 2018-2024

Menimbang

Mengingat

S

BUPATI BUNGO,

bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Negeri Jambi Nomor 20/Pid. Sus-TPK/ 2022/PN.Jmb tanggal 27
September 2022 Menyatakan terdakwah Edoh Binti Darta
secara sah dan menvakinkan terbukti bersalah melakukan
tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara, dipandang sebagai orang yang turut serta
melakukan perbuatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayai (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sebagaimana
dakwaan Subsidair Penuntut Umum,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pemberhentian Rio Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten
Bungo,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 (entang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ),
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S717);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan

Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun
Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Dacrah  Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Penycbutan Kepala Dcsa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun,
dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bungo Tahun 2009 Nomor 2});

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dusun
{Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10 j;

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 12 };
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MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN RIO

CILODANG KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO
PERIODE 2018-2024.

:Memberhentikan Saudara EDOH Sebagai Rio Cilodang Kecamatan

Pelepat Kabupaten Bungo Periode 2018-2024.

: Dengan ditetapkan keputusan ini, maka keputusan Bupati Bungo

Nomor 301/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara
Rio Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, di cabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal § AL 2023
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